GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN
MENENGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

1.

Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Negara Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi
Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Mengenai Bekerja Dari
Rumah (Work From Home) Bagi Aparat Sipil Negara, Pemerintah
tetap memberikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil
negara, yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja
dirumah/tempat tinggalnya (work from home) dan
berdasarkan Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Di Provinsi Papua;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Untuk
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Jenjang Pendidikan
Menengah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 2907);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang ........ /2



10.

11.

-2 -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempatbelas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Tugas Pembantuan Urusan Bidang Pendidikan Menengah
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi
Papua Tahun 2018 Nomor 40);

Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59);

Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Papua;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR PAPUA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Untuk Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 24

Bobot Penilaian TPP Pendidikan selama masa Pandemic Covid-19
dengan melakukan “kerja dari rumah” (work from home) untuk
komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja.

Penilaian TPP Pendidikan pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :

a. Kepala SKPD menetapkan surat perintah tugas; dan
b. masing-masing pegawai wajib mengisi aktivitas kerja.

2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 ditambahkan 4 (empat) Pasal baru yaitu, Pasal
24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 24D, yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 24A

Perhitungan Pembayaran TPP Pendidikan untuk masa kinerja bulan
Januari sampai dengan tanggal 16 Maret 2020, menggunakan
perhitungan normal.

Perhitungan Pembayaran TPP Pendidikan untuk masa kinerja tanggal
17 Maret sampai dengan berakhirnya kebijakan pelaksanaan tugas
kedinasan kerja dari rumah (work from home) dihitung 100% (seratus
persen).

Pasal 24B

Pembayaran TPP Pendidikan dibayarkan berdasarkan golongan/kepangkatan
kecuali untuk pegawai/pejabat SKPD yang telah dilantik, dihitung sejak
tanggal pelantikan.
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Pasal 24C

(1) Penilaian TPP Pendidikan untuk SKPD yang mengalami perubahan
penggabungan dilakukan oleh Kepala SKPD.

(2) Penilaian TPP Pendidikan untuk PNS pindahan dari kabupaten/kota
akibat pengalihan urusan penilaiannya dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 24D

Pembayaran TPP Pendidikan untuk masa kinerja bulan Desember 2020
dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 24 Maret 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Dr. M.RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002
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